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BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI NGAWI,

bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban
Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik yang harus
menyediakan dan melayani permintaan Informasi
secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional
dan sederhana, serta untuk memberikan pedoman yang
jelas bagi PPID dalam rangka mengelola dan
memberikan informasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Operasional dan Prosedur
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Ngawi;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3789);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 20011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten  Ngawi
Tahun 2008 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Staff Ahli, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah,(Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 07) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Ngawi Nomor 15 Tahun 2011(Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 15);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010
Nomor 209);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 125 Tahun 2011
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 125});

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 3.1 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Doku.mentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2012
Nomor 3.1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2014 (Berita
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 25);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
DAN PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN NGAWI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat
daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan
Daerah.

Bupati adalah Bupati Ngawi.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,
dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna, dan
pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang
dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik ataupun nonelektronik.

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan,
penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar,
dan suara untuk bahan informasi publik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
suatu Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik
lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.

. Badan Publik adalah Lembaga Eksekutif, Legislatif dan

Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelengaraan Negara, yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan
dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah
sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja Negara
dan/atau anggraan pendapatan dan belanja daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi

tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu
pada badan publik.



9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut
PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan
publik.

10. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat
yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang
bersangkutan.

11. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan
publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak
memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-
undangan.

12. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak
melalui bantuan mediator komisi informasi.

13. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara
para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau
badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

15. Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai
sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya
yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik.

16. Daftar Informasi Publik yang selanjutnya disebut DIP adalah catatan yang
berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang
berada dibawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi
yang dikecualikan.

17. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

BAB 11
ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

Pelayanan informasi publik oleh PPID berasaskan :

kepentingan umum;

kepastian hukum,;

kesamaan hak;

keseimbangan hak dan kewajiban;
keprofesionalan;

partisipatif;

persamaan perlakuan/tidak diskriminatif:
keterbukaan;

akuntabilitas;

fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
ketepatan waktu; dan

kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan
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BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a.
b.

C.

Standar Operasional dan Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik; .
Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi
Publik;

Standar Operasional dan Prosedur Pengajuan Keberatan Pelayanan
Informasi Publik; dan

Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Pasal 4

Tahap-tahap dalam penyusunan DIP adalah sebagai berikut :

a.
b.
c.

(1)

(2)

(3)

pengumpulan dan identifikasi informasi;
pengklasifikasian informasi; dan
penetapan DIP.

Bagian Kesatu
Pengumpulan dan Identifikasi Informasi

Pasal 5

Dalam tahap pengumpulan dan identifikasi informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, PPID harus memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :

a. mengenali tugas pokok dan fungsi dari masing-masing satuan kerja
dan unit pelaksana teknis;

b. menjalin hubungan baik dengan pejabat di satuan kerja dan unit
pelaksana teknis yang memiliki informasi; dan

c. mendata informasi dan arsip yang dimiliki, dihasilkan, diterima, dan
yang dikirim, oleh satuan kerja dan unit pelaksana teknis.

Informasi yang dikumpulkan atau diinventarisasi merupakan infomasi
yang diproduksi sendiri, dikembangkan, diterima dari badan publik lain,
maupun yang dikirim.

Identifikasi informasi dilakukan dengan pengelompokkan informasi
kedalam 3 (tiga) jenis informasi, yaitu :

a. @nformasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
c. informasi yang wajib disediakan setiap saat.



Paragraf 1

Jenis Informasi

Pasal 6

(1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a adalah sebagai
berikut :

a. informasi tentang profil Pemerintah Kabupaten yang meliputi :

1.

informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat
lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan
fungsi Pemerintah Kabupaten beserta kantor unsur satuan kerja
perangkat daerah dibawahnya;

struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil
singkat pejabat structural; dan

laporan harta kekayaan bagi Pejabat Daerah yang wajib
melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah
dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pemerintah
Kabupaten untuk di umumkan.

b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang
dijalankan dalam lingkup Badan Publik, sekurang-kurangnya terdiri
atas :

1.

nama program dan kegiatan,

penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta
nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;

target dan/atau capaian program dan kegiatan.

jadwal pelaksanaan program dan kegiatan.

anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah.
agenda penting terkait pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten.
informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-
hak masyarakat.

informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat
Pemerintah Daerah.

informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Pemerintah

Daerah yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk
umum.

c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Pemerintah
Kabupaten berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
__-maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.

"d. ringkasan laporan keuangan yang terdiri atas :

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
M

9.
s
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rencana dan laporan realisasi anggaran.

neraca.

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

daftar aset dan investasi.

e. ringkasan laporan akses Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas :

1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima.
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan

Informasi Publik.
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(1)

(2)
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3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang
ditolak.

4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik.

informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang
mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas :

1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam
proses pembuatan

2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau
kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.

informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik,
serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian
sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang
bertanggungjawab yang dapat dihubungi.

informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang
atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pejabat Pemerintah
Kabupaten maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian
kerja dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.

informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai
dengan peraturan perundang-undangan terkait.

informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi
keadaan darurat di setiap SKPD.

Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan informasi yang dapat
mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan
ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.

informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan
karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah,
kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa.
informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan
industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran
lingkungan dan kegiatan keantariksaan;

bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok
?.tau antar komunitas masyarakat dan terror.

1nfomgsi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber
penyaklt yang berpotensi menular.

informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh
masyarakat, dan/atau

informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.



(3) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan.

pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyargka? umuim.

prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi.

cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.

cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang:

pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat

mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi.

upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi bahaya dan/atau

dampak yang ditimbulkan.

oo o

o g

Pasal 8

Informasi yang wajib disediakan setiap saat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) huruf c terdiri dari :

a. Daftar informasi yang memuat :

nomor

ringkasan isi informasi

pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
waktu dan tempat pembuatan informasi

bentuk informasi yang tersedia

jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
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b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan
Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas :

1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau
pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau
kebijakan tersebut.

2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan,
keputusan atau kebijakan tersebut.

3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau
kebijakan tersebut.

4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.

5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.

6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.

c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan,
antara lain :

1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan
keuangan.

2. profll lengkap .p.impinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah
karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat
yang pernah diterima.

3. anggaran Pemerintah Kabupaten secara umum maupun anggaran
secara kl}usus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.

4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
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surat-surat.

surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan
berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang
diberikan.

data perbendaharaan atau inventaris.

rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Kabupaten.

agenda kerja pimpinan satuan kerja.

informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang
dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang
dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani
layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan
Informasi Publik serta laporan penggunaannya.

jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam
pengawasan internal serta laporan penindakannya.

jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh
masyarakat serta laporan penindakannya.

daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;

informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat
berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik.

informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum.

Pasal 9

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan
Pasal 8, tercantum pada Lampiran [ Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Mekanisme Pengumpulan Informasi

Pasal 10

(1) Dalam melakukan pengumpulan informasi, PPID melalui mekanisme

sebagai berikut :

a. pengiriman form DIP kepada PPID Pembantu dan/atau Pejabat
Fungsional;
b. pengisian form DIP oleh PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional;

c. penger.nbalian form DIP oleh PPID Pembantu dan/atau Pejabat
Fungsional;

verifikasi form DIP;
penetapan DIP; dan

pengiriman DIP kepada PPID Pembantu dan /atau Pejabat Fungsional,

X J-%
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(2) Pengiriman form DIP kepada PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan secara
elektronik maupun non elektronik, dengan disertai panduan penyusunan
DIP.

(3) Pengisian form DIP oleh PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilakukan sesuai
dengan petunjuk yang ada pada panduan penyusunan DIP.

(4) Pengembalian form DIP oleh PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan secara
elektronik maupun non elektronik.

(5) Verifikasi form DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
dilakukan oleh PPID dengan berpedoman peraturan perundang-
undangan.

(6) Penetapan DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan
dengan terlebih dahulu menentukan masa retensi atau jangka waktu
penyimpanan dari setiap jenis informasi publik yang telah ditentukan.

(7) Pengiriman DIP kepada PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dilakukan secara
elektronik maupun non elektronik.

Pasal 11

DIP diperbarui setiap 1 (satu) bulan sekali, melalui mekanisme sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kedua
Pengklasifikasian Informasi

Pasal 12

Pengklasifikasian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,
merupakan pengujian konsekuensi atas suatu informasi sehingga dapat
diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan.

Pasal 13

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah
sebagai berikut :

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

!nformasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu
informasi yang dapat :

1. n?gnghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak
pidana;

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban
yang mengetahui adanya tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang

berhubungan dengan pencegahan dan enangan
i an
kejahatan transnasional; p g segala bentuk

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan
dan/atau keluarganya; dan/atau P penegak hukum

5. membahayakan keamanan peralatan, sar
penegak hukum. » Sarana, dan/atau prasarana



11

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikar{ kepada Pemohon
Informasi Publik dapat mengganggu kepentingaq perlmdungar} hak atas
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan
negara, yaitu :

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang
berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamapan
negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran
atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar
negeri;

2. dolgcumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan
taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan
dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan
dan pengakhiran atau evaluasi;

3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan
kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan
keamanan negara serta rencana pengembangannya;

4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau
instalasi militer;

S. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain
terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut
yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain
yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau
sangat rahasia;

6. sistem persandian negara; dan/atau

7. sistem intelijen negara.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :

1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau
asing, saham dan aset vital milik negara;

rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi
institusi keuangan;

rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah,
perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti,;

rencana awal investasi asing;

proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga
keuangan lainnya; dan /atau

7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

Informasg' Pub}ik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh
negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;

2. kprespondensi diplomatik antarnegara;

3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam

menjalankan hubungan internasional; dan atau perlind
pengamanan infrastruktur / periindungan dan

4. strategis Indonesia di luar negeri.

QUuks w N



O S

12

Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengupgkapkan isi akta
otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat
seseorang;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan d.iberi.kan. kepada Pemohon
Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :

riwayat dan kondisi anggota keluarga; '

riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan

psikis seseorang; . .
kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas,
dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan
kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan

nonformal,;

memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan
Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi
Informasi atau pengadilan;

informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

o

Pasal 14

Dalam melakukan pengklasifikasian informasi, PPID harus memperhatikan
prinsip-prinsip sebagai berikut :

a.
b.

C.

(1)

2)

(3)

(4)

informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan
penuh ketelitian; dan

informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen dan ada jangka
waktu pengecualiannya.

Pasal 15

Mekanisme dalam melakukan pengklasifikasian informasi atau pengujian
konsekuensi atas suatu informasi publik adalah sebagai berikut :

a. melakukan klarifikasi informasi;

b. menganalisa konsekuensi yang ditimbulkan dari pertimbangan yang
dipergunakan; dan

c. menetapkan dan merumuskan informasi yang dikecualikan.

Klarifikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
dilakukan terhadap : P yat (1) huruf a,

a. usplan informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu dan/atau
Pejabat Fungsional; dan

b. informasi yang dimohonkan berdasarkan permintaan informasi dari
masyarakat.

Analisa konsekuensi yang ditimbulkan dari i

) : . pertimbangan yan
filper.gunal'can §epagmmana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupgkag
identifikasi yuridis atau dasar hukum dari informasi yang dikecualikan.

Analisa konsekuensi sebagaimana dimaksud

. seba pada ayat (3) d
dilakukan secara derivative berdasarkan Undang-Un{lang( )ten?all)r?é
Keterbukaan Informasi Publik atau dengan meminta pendapat ahli.
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(5) Hasil pertimbangan atas informasi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) merupakan argumen yang menjadi dasar

penolakan pemberian informasi.

Bagian Ketiga
Penetapan DIP

Pasal 16

Penetapan DIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢, dilakukan oleh
PPID melalui surat penetapan PPID dan atas persetujuan Atasan PPID.

BAB V
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
Pasal 17

Pelayanan permohonan informasi publik dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

)
a. pelayanan permohonan informasi secara langsung;
b. pelayanan permohonan informasi melalui media cetak dan elektronik; dan
c. pelayanan permohonan informasi melalui pengumuman.
. Bagian Kesatu
Mekanisme Pelayanan Permohonan Informasi Publik
Pasal 18
(1) gz:)sn;ﬂslzmic;honan informasi secara langsung sebagaimana dimaksud
informasi ublik huruf 3.., mempedml Pelay anan permohonan atas
dised publik  yang dikategorikan sebagai info: i i
isediakan setiap saat. Tmasi yang wajib
(2) Mekanisme
. pelayanan pe
-~ sebagai berikut - permohonan informasi secara langsung adalah

en
8 PPID meny; ’
Yimpan salingn ]
formujir Permohongp y telah dij
11si oleh

Pemohon dan/a¢,
adanya permohongyy, LCT88UNA informag; ang
onan, asi publik sebaga;
gai tanda by
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(3) Apabila informasi yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan,
PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-perundangan.

(4) Formulir permohonan informasi, tanda bukti penerimaan permohonan
informasi dan tanda bukti penyerahan informasi publik, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il, Lampiran Il dan Lampiran IV Peraturan
Bupati ini.

Pasal 19

(1) Pelayanan permohonan informasi melalui media cetak dan elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan pelayanan
permohonan atas informasi informasi publik yang dikategorikan sebagai
informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

(2) Pelayanan permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Ngawi dan
melalui surat kabar atau majalah resmi Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Pasal 20

Pelayanan permohonan informasi melalui pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf ¢, merupakan pelayanan permohonan atas
informasi publik yang dikategorikan sebagai informasi yang wajib disediakan
secara serta merta.

Pasal 21

Bagan standar operasional dan prosedur pelayanan permohonan informasi
publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Pasal 22

(1) PPID harus memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik
galam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan
iterima.

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pemberitahuan secara tertulis, meliputi :

a. permintaan informasi diterima;
b. permintaan informasi ditolak; dan

C. ggr;;:;:jangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau
itolak.

(3) Perpanjangan wakj:u sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan.

(4) Apabila. permohonan informasi diterima, maka dalam surat
pembentghuan Jjuga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format
n}formas1 dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya ’apabila
dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman.
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(5) Apabila permohonan informasi ditolak, maka dalam surat keputusan
dicantumkan alasan penolakan berdasarkan pertimbangan yang
dilakukan pada saat analisa konsekuensi informasi publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).

(6) Format surat keputusan penolakan informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati
ini,

BAB VI
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
PENGAJUAN KEBERATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 23

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan surat permohonan
keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID melalui PPID, dengan
alasan-alasan sebagai berikut :

a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

b. tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

tidak ditanggapinya permohonan informasi;

permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

tidak terpenuhinya permohonan informasi;

pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Qoo

Pasal 24

Mekanisme yang harus ditempuh oleh PPID dalam menanggapi surat
permohonan keberatan pemohon informasi publik, adalah sebagai berikut :

a. mencatat permohonan dalam register permohonan keberatan;

b. petugas memberikan tanda bukti penerimaan permohonan keberatan
sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini, kepada
pemohon informasi publik;

¢. mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau
pengguna informasi;

d. mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD terkait, paling
lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan keberatan diterima;

e. menyusun berita acara hasil keputusan rapat koordinasi yang
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;

f. mendokumentasikan berita acara hasil keputusan rapat koordinasi secara
baik.



(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

16

Pasal 25

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan dalam bentuk
keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik
yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam
register keberatan, dengan format sebagaimana tercantum pada
Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.

Keberatan atas keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis kepada Komisi Informasi, dalam jangka waktu paling lama
14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar operasional dan prosedur
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh
Atasan PPID setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam bentuk rapat koordinasi.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan laporan berkala setiap akhir bulan dari PPID
Pembantu kepada Atasan PPID melalui PPID dan laporan berkala setiap
akhir bulan dari PPID kepada Atasan PPID.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri
oleh Atasan PPID, PPID, PPID Pembantu dan unsur masyarakat.

Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan
Publik;
b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara

lain :
1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki
beserta kondisinya;

2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik
beserta kualifikasinya; dan

3. anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.

c. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing yang meliputi :

1. jumlah permohonan Informasi Publik;

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;

3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya; dan

4. permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau
seluruhnya, dan keberatan atas layanan informasi.

Format laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan
Bupati ini.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 douchy 4oy

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal Y Aguiie <oy

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2014 NOMOR



INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

Ancaman keamanan kesehatan masyarakat.

SKPD Dinas Kesehatan

Selama

Pemkab.Ngawi berlaku

Ancaman ketertiban umum. SKPD Pemkab.Ngawi 2014 Selama )
berlaku
Ancaman bencana alam SKPD Pemkab.Ngawi 2014 Selama
berlaku

BUPATI NGAWI,

UDI SULISTYONO



STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pamohon dapat menyampaikan permohonan
informasi yang dibutuhkan melalui : (1) datang
langsung dan mengisi formulir permohonan
informasi dengan melengkapi forocopy
identitas dirl (KTP/SIM/Paspor), {2) melalui
website dengan mengisi formutir yang telah
di-download dan menyertakan scan identitas
diri (KTP/SIM/Paspor) kemudian dikinm ke
alamat email PPID yang tertera di website, (3)
mengirimn fax formulir permohonan informasi
yang telah diisi lengkap disertai dengan fax
identitas diri (KTP/SIM/Paspor) ke nomor fax
PPID {yang telah dicantumkan di website
maupun brosur/postar PPID)

{1) Formulir
Permohonan
informasi yang
tersedia di meja
pelayanan PPID
atau ditampilkan
di website dan
dapatdi-down-
toad, (2) Fotocopy
atau scan identitas
diri dari pemohon

informasi

i  LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI NGAWI

NOMOR

)

1 28 Tanun 201y )

TANGGAL: 4 Aous g 201y

Formulir
permohonan
informasi
yang telah
dissi lengkap
dan dilampiri
fotocopy/
scan identitas
dirt

Melakukan registrasi berkas permohonan
informas) publik. Jika dokumen/informasi yang
diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki
oleh meja informasi, maka langsung diberikan
kepada pemohon yang menandatangani
anda bukti penorimaan informasi/
dokumantasi. Jika informasi/dokumentasi
yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka
berkas permohonan disampaikan kepada PPID
atau PPID Pembantu.

Buku register dan
file khusus dalam
bentuk softcopy
Tentang registrasi
permohonan
informasi

Setiap hari pada jam kerja
Seaf Register PPID atau
PPID Pembantu

Daftar
parmohonan
informasi
yang telsh
tersusun
datam buku
registesr dan
file khusus
registrasi

PPID meminta kepada penguasa informasi/
dokumen (SKPD) untuk memberikan
informasi/dokumaen (yang sudah termasuk
dalam DIP) kepada PPID untuk dibenkan
kepada pemohon informasi. Penguasa
informasi/dokumen memberikan informasi/
dokumen yang dimaksud kepada PPID atau
PPID Pembantu.

Daftar Informasi
Publik yang telah
dntetapkan, baik
yanrng disimpan
di SKPD yang
bersangkutan,
maupun yang
disimpan di SKPD
lain di lingkup
pemerintah
daerah

Setiap hari, maksimal
10 {(sepuluh) hari sejak
permohonan informasi
teregistrasi

Informasis
dokumen
yang terbuka
untuk publik

Pencarian data/informasi/dokurny
yang diminta oleh pemohon hat
ditayani oleh PPID atau PPID Pamb
walaupun mungkin parmintzan Infc
tersebut terletak di SKPD lain, datas
ini koordinasi data/informasizdoku
sangat penting dilakukan oleh PPIL
PPID Pembantu

Maemberikan informasi/dokumen yang diminta
oleh pemohon yang menandatangani tanda
bukti penerimaan informasizdokumen.

Informasi/s
Dokumen yang
diminta oleh
pemohon

Maksimal diberikan
perpanjangan pemenuhan
permohonan informasi
selama 7 (tujuh) hari sejak
pemberitahuan tertulis
diberikan dan udak dapat
diperpanjang lagi

inforrmasi
pubilik yang
diminta oleh

pemohon

BUPATI NGAWI,

SULISTYONO



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR . 28 Tahun 201

TANGGAL '@ Y Agushs oy

FORM
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN NGAW
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211

Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail : ppid@ngawikab.go.id
Website : http://www.ppid.ngawikab.go.id/

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan informasi

Nama Pemohon Informasi

Nomor KTP / SIM

Alamat Pemohon Informasi

Nomor Telepon

Email

informasi Yang Dibutuhkan

Alasan Permintaan

Nama Pengguna Informasi

Cara Memperoleh Informasi - 1. Langsung . Email 3. Via Pos

. Website . Fax
Format Bahan Informasi * 1. Tercetak . Terekam
Cara Mengirim Bahan

oL , - .
Informasi angsung Email 3. Via Pos

Data dan Informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.




LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 28 Talun 201y
TANGGAL ‘Y Agusjusr 2ol

FORM TANDA BUKTI PENYERAHAN INFORMAS! PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN NGAW
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail : ppid@ngawikab.go.id

Website : http://www.ppid.ngawikab.go.id/

TANDA BUKTI PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima Dari Pejabat Informasi dan Dokumentasi :

Berupa Informasi

Format Bahan Informasi - 1. Tercetak 2. Terekam

Nama Pemohon
Informasi

Alamat

Yang Menerima




LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 88 Tahun 2oy
TANGGAL Y Agushul 20y

FORM TANDA BUKTI PENERIMAAN
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN NGAW
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211

Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail : ppid@ngawikab.go.id
Website : http://www.ppid.ngawikab.go.id/

TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima Dari Pemohon Informasi Publik:

Permintaan

Informasi Publik




LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 28 Tahun 201y
TANGGAL : Y Agusdus 20y

FORM SURAT KEPUTUSAN PPID
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211

Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail : ppid@ngawikab.go.id
Website : http://www.ppid.ngawikab.go.id/

SURAT KEPUTUSAN PPID
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran
Alamat

Nomor Telp/Email

Rincian Informasi Yang
Dimohon

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pengecualian Informasi didasarkan pada

Bahwa berdasarkan pasal-pasal diatas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan
konsekuensi sebagai berikut :

Dengan demikian menyatakan bahwa :

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini, maka Pemohon Informasi dapat
mengajukan keberatan kepada Atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
menerima Surat Keputusan ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)




LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 28 Tahup 201y
TANGGAL : Y Agustur 2014

FORM TANDA BUKTI PENERIMAAN
PERMOHONAN KEBERATAN PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail : ppid@ngawikab.go.id
Website : http://www.ppid.ngawikab.go.id/

TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN KEBERATAN

Telah Terima Dari Pemohon Keberatan :

Permintaan

Keberatan Yang Diajukan

Yang Menerima




LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 29 Talun 20y
TANGGAL ‘Y Agustus 2oly

FORM TANGGAPAN ATAS
KEBERATAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail : ppid@ngawikab.go.id
Website : http://www.ppid.ngawikab.go.id/

SURAT TANGGAPAN ATAS
KEBERATAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran
Alamat

Nomor Telp/Email

Rincian Informasi Yang
Dimohon

Tanggapan Atasan PPID

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan
konsekuensi sebagai berikut :

Dengan demikian menyatakan bahwa :

KEBERATAN PEMOHON INFORMASI DITOLAK

Demikian tanggapan ini diputuskan agar dicatat dan dilaksanakan oleh PPID Kabupaten
Ngawi.

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)

SULISTYONO



LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR  : 28 Thun 2ol
TANGGAL ‘Y4 Agustus 2oty

FORM
LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN NGAW
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail : ppid@ngawikab.go.id
Website : http://www.ppid.ngawikab.go.id/

JENIS INFORMAS!
TINDAK LANJUT

PERMINTAAN

INFORMAS! SETIAP Dl
SAAT KECUALIKAN

@ (5) (6)




LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR . 29 Tahun k614

TANGGAL : Y Aguwhy &olY

LAPORAN MINGGUAN/BULANAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGAW
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211

Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail : ppid@ngawikab.go.id
Website : http://www.ppid.ngawikab.go.id/

LAPORAN MINGGUAN/BULANAN

TANGGAL & WAKTU JENIS INFORMASI

PERMINTAAN

INFORMA:
JAWAB sl SERTA

o
MINTA | /sELESAl MERTA | KECUALIKAN
1) @ 2 @ ®

Bidang Pelayanan Informasi,

BUPATI NGAWI,

x)

P ad

I SULISTYONO
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Aguphy 2oly

BUPATI NGAWI,

o

DI SWLISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2014 NOMOR



INFORMASI Y

Ancaman keamanan kesehatan

Ancaman ketertiban umum.

Ancaman bencana alam




LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NGAV
NOMOR : 28 tTahun QW
TANGGAL : Y Aguppg 8on

FORM
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN NGAW
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211

Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail : ppid@ngawikab.go.id
Website : http://www.ppid.ngawikab.go.id/

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan informasi

Nama Pemohon Informasi

Nomor KTP / SIM

Alamat Pemohon Informasi
Nomor Telepon

Email

Informasi Yang Dibutuhkan
Alasan Permintaan

Nama Pengguna Informasi

Cara Memperoleh Informasi - 1. Langsung 2. Email 3. ViaPos
4. Website 5. Fax
Format Bahan Informasi - 1. Tercetak 2. Terekam
Cara Mengirim Bahan
i 1. Langsung 2. Email 3. ViaPos
Informasi

Data dan Informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan peratura
perundang-undangan yang berlaku.

.........................




LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 28 Tahun 201y
TANGGAL ‘Y Aguchg 2004

FORM TANDA BUKTI PENERIMAAN
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN NGAW
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS!
Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail : ppid@ngawikab.go.id
Website : http://www.ppid.ngawikab.go.id/

TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima Dari Pemohon Informasi Publik:

Permintaan

informasi Publik

Yang Menerima




LAMPIRAN 1V PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR . 28 Tahun 2014

TANGGAL Y Aguhis zoM

FORM TANDA BUKTI PENYERAHAN INFORMAS| PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail : ppid@ngawikab.go.id
Website : http://www.ppid.ngawikab.go.id/

SRCAS

TANDA BUKTI PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima Dari Pejabat Informasi dan Dokumentasi :

Berupa Informasi

2. Terekam

Format Bahan Informasi - 1. Tercetak

Nama Pemohon
Informasi

Alamat

Yang Menerima




STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pamohon dapat menyampaikan permohonan
informasi yang dibutuhkan melalui: (1) datang
langsung dan mengisi formulir permohonan
informasi dengan melengkapi forocopy
identitas diri (KTP/SIM/Paspor), (2) melatui
website dengan mengisi formulir yang telah
di-download dan menyertakan scan identitas
diri (KTP/SIM/Paspor) kemudian dikinm ke
alamat email PPID yang tertera di website, (3)
mengirim fax formulir permohonan informasi
yang telah diisi lengkap disertai dengan fax
identitas diri (KTP/SIM/Paspor) ke nomor fax
PPID (yang telah dicantumkan di website

(1) Formulir
Parmohonan
informasi yang
tersedia di meja
pelayanan PPID
atau ditampitkan
di website dan
dapatdi-down-
toad, (2) Fotocopy
atau scan identitas
diri dari pemohon

informass

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI NGAWI

NOMOR

: 28 Tahuvn 2014

TANGGAL: 4 Agosius 2019

Formulir
permohonan
informasi
yang telah
diisi lengkap
dan dilampirt
fotocopy/
scan identitas

dirs

maupun brosur/postar PPID)

Maelakukan registrasi berkas permohonan
informast publik. Jika dokumen/infosmasi yang
diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki
oleh meja informasi, maka langsung diberikan
kepada pemohon yang menandatangani
tands bukti penerimaan informasi/
dokumentasi. Jika informasi’dokumentasi
yang diminta belum termasuk datam DIP. moka
berkas permohonan disampaikan kepada PPID
atau PPID Pembantu.

Buku register dan
file khusus dalam
bentuk softcopy
tentang regQistrasi
permohonan
informasi

Setap hari pada jam kerja
Staf Register PPID atau
PPID Pembantu

Daftar
permohonan
informasi
yvang telah
tersusun
datam buku
register dan
fite khusus
registrasi

PPID meminta kepada penguasa informasi/
dokumaen (SKPD) untuk memberikan
informasi/dokumen (yang sudah termasuk
dalam DIP) kepada PPID untuk diberikan
kepada pemohon informasi. Penguasa
informasi/dokumen memberikan informasi/
dokumen yang dimaksud kepada PPID atau
PPID Pembantu.

Daftar Informasi
Publik yang teloh
dntetapkan, baik
yang disimpan
di SXPD yang
baersangkutan,
maupun yang
disimpan di SKPD
lain di lingkup
pemerintah

Setiap hoari, maksimal
10 (sepuiub) han sejok
permohonan informast
teregistrass

Informasi/

dokumanka
yang tesbul
untuk publik

Pencarian data/informast/dokurr
yang diminta oleh pemohon has
ditayani oleh PPID atau PPID Pemb
waldupun mungkin permintaan infc
tersebur terfetak di SKPD lain, dolo
ini koordinasi daty/informasizdoku
sangat panting dilakukan oleh PPIL
PPID Pembantu

daerah
Memberikan informasi/dokumen yang diminta informasi/ Maksimal diberikan informasi
oleh paemohon yang menandatangani tanda Dokumen yang | perpanjangan pemenuhan | publik yang
bukti penerimaan informasi/dokumen. diminta oleh permohonan informass diminta oleh
pemohon seloma 7 (tujuh) hari sejok pemochon

pemberitahuan tertulis
diberikan dan tidak dapat
diperpanjang lagi

BUPATI NGAWI,

v

-

I SULISTYONO



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 28 Tahun 20ly
TANGGAL ‘@ 4 Aguspul 201y

FORM SURAT KEPUTUSAN PPID
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211

Tlp. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail : ppid@ngawikab.go.id
Website : hitp://www.ppid.ngawikab.go.id/

SURAT KEPUTUSAN PPID
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran
Alamat

Nomor Telp/Email

Rincian Informasi Yang
Dimohon

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pengecualian Informasi didasarkan pada

Bahwa berdasarkan pasal-pasal diatas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan
konsekuensi sebagai berikut :

Dengan demikian menyatakan bahwa :

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini, maka Pemohon Informasi dapat

mengajukan keberatan kepada Atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
menerima Surat Keputusan ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)




LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR - 28 Tahup 20
TANGGAL ' Y Agustus 20y

FORM TANDA BUKTI PENERIMAAN
PERMOHONAN KEBERATAN PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211

Tlp. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail : ppid@ngawikab.go.id
Website : http://www.ppid.ngawikab.go.id/

TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN KEBERATAN

Telah Terima Dari Pemohon Keberatan :

Permintaan
Keberatan Yang Diajukan




LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 28 Tahun 20y

TANGGAL - Y Agustus 20ly

FORM TANGGAPAN ATAS
KEBERATAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN NGAW
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211
Tlp. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail : ppid@ngawikab.go.id
Website : http://www.ppid.ngawikab.go.id/

SURAT TANGGAPAN ATAS
KEBERATAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran
Alamat

Nomor Telp/Email

Rincian Informasi Yang
Dimohon

Tanggapan Atasan PPID

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan
konsekuensi sebagai berikut :

Dengan demikian menyatakan bahwa -

KEBERATAN PEMOHON INFORMASI DITOLAK

Demikian tanggapan ini diputuskan agar dicatat dan dilaksanakan oleh PPID Kabupaten
Ngawi.

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)




LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 28 Tawun 2014
TANGGAL ‘@ 4 Agustus 20y

FORM
LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211

Tlp. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail : ppid@ngawikab.go.id
Website : http://www.ppid.ngawikab.go.id/

JENIS INFORMASI
TINDAK LANJUT

PERMINTAAN

INFORMAS! SETIAP DI
SAAT KECUALIKAN

(2) (5) (6)




LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR .28 Tawun oly

TANGGAL : Y Agusul aoly

LAPORAN MINGGUAN/BULANAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211
Tlp. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail : ppid@ngawikab.go.id
Website : http://www.ppid.ngawikab.go.id/

LAPORAN MINGGUAN/BULANAN

TANGGAL & WAKTU JENIS INFORMASI

PERMINTAAN

INFORMASI
JAWAB SERTA Dl

1 SELESAI MERTA KECUALIKAN

@ ®) ) ()

BUPATI NGAWI,

r

”

UDI SULISTYONO |
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal Y Agubfus 2oly

g BUPATI NGAWI,

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2014 NOMOR



INFORMASI YANG WAIIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

SKPD Dinas Kesehatan 2014 ) Selama

Ancaman keamanan kesehatan masyarakat. Pemkab.Ngawi berlaku
) Selama

Ancaman ketertiban umum. SKPD Pemkab.Ngawi 2014 berlaku
. Selama

Ancaman bencana alam SKPD Pemkab.Ngawi 2014 berlaku

g BUPATI NGAWI/

UDPFSULISTYONO

¢




LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR  : 28 Tahunaely

TANGGAL : Y Hupps sony

FORM
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN NGAW
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211
Tlp. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail : ppid@ngawikab.go.id
Website : http://www.ppid.ngawikab.go.id/

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan informasi

Nama Pemohon Informasi
Nomor KTP / SIM
Alamat Pemohon Informasi
Nomor Telepon

Email

Informasi Yang Dibutuhkan
Alasan Permintaan

Nama Pengguna Informasi
Cara Memperoleh Informasi 1. Langsung 2. Email 3. Via Pos

4. \Website 5. Fax

Format Bahan Informasi 1. Tercetak 2. Terekam
Cara Mengirim Bahan
Informasi 1. Langsung 2. Email 3. Via Pos

Data dan Informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai
' uai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. ’ Pereiuran

.........................




LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR - 28 Tahun 201y
TANGGAL :@ Y #dguwr 2o

FORM TANDA BUKTI PENERIMAAN
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN NGAW
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail : ppid@ngawikab.go.id
Website : http://www.ppid.ngawikab.go.id/

TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima Dari Pemohon informasi Publik:

Permintaan
Informasi Publik

Yang Menerima




LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR . 28 Taklun 2o0lY

TANGGAL Y Agutur 2el4

FORM TANDA BUKTI PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN NGAW
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211

Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail : ppid@ngawikab.go.id
Website : hitp://www.ppid.ngawikab.go.id/

TANDA BUKTI PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima Dari Pejabat informasi dan Dokumentasi :

Berupa Informasi

Format Bahan Informasi * 1. Tercetak 2. Terekam

Nama Pemohon
Informasi

Alamat

Ngawi, .............

Yang Menerima

I SULISTYONO



Pemohon dapat menyampaikan permohoi
informasi yang dibutuhkan melalui: (1) d>
langsung dan mengisi formulir permohon:
informasi dengan melengkapi forocopy
identitas dirl (KTP/SIM/Paspor), (2) melalui
website dengan mengisi formulir yang tel:
di-download dan menyertakan scan identi
dirl (KTP/SIM/Paspor) kemudian dikinm ke
alamat emall PPID yang tertera di website,
mengirim fax formulir permohonan inform
yang telah diisl lengkap disertai dengan fa.
identitas dirt (KTP/SIM/Paspor) ke nomor fa
PPID (yang telah dicantumkan di website
maupun brosur/poster PPID)

Molakukan registrast berkas psrmohonan
informasi publik. Jika dokumenvinformasi y
dimintd telah termasuk dalom DIP don dim
oleh meaja informasi, maka langsung dibert
kepada pamohon yang menandatangani
tanda bukti ponorimaan informasi/
dokumentasi. Jika informasi/dokumentasi
yang diminta belum termasuk dalam DIP,
berkas permohonan disampaikan kepada F
atau PPID Pembantu.

PPID meminta kepada penguasa informasi,
dokumaen (SKPD) untuk membernkan
informasi/dokumen (yang sudah termasuk
dalam DiP) kepada PPID untuk dibetikan
kopada pamohon informasi. Penguasd
informasi/dokumen memberikan informasi
dokumen yang dimaksud kepada PPID atay
PPID Pambantu.

Memberikan informasi/zdokumen yang dim
oleh pemohon yang menandatangani tand
bukti penerimaan informasi/dokumen,




LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR - 28 Tahun 201y

TANGGAL : Y Agurhw 2oy

FORM SURAT KEPUTUSAN PPID
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail : ppid@ngawikab.go.id
Website : http://iwww.ppid.ngawikab.go.id/

SURAT KEPUTUSAN PPID
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran
Alamat

Nomor Telp/Email

Rincian Informasi Yang
Dimohon

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pengecualian Informasi didasarkan pada

Bahwa berdasarkan pasal-pasal diatas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan
konsekuensi sebagai berikut :

Dengan demikian menyatakan bahwa :

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini, maka Pemchon Informasi dapat
mengajukan keberatan kepada Atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
menerima Surat Keputusan ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)




LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR - 28 Toahun 2oy
TANGGAL @ Y Agoshus 20l4

FORM TANDA BUKTI PENERIMAAN
PERMOHONAN KEBERATAN PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN NGAW
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211
Tlp. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-maiil : ppid@ngawikab.go.id
Website : http://www.ppid.ngawikab.go.id/

TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN KEBERATAN

Telah Terima Dari Pemohon Keberatan :

Permintaan

Keberatan Yang Diajukan

Yang Menerima




LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR . 28 Tahun 2oy

TANGGAL ‘Y Agustus 20y

FORM TANGGAPAN ATAS
KEBERATAN PEMOHON INFORMAS! PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211

Tlp. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail : ppid@ngawikab.go.id
Website : hitp://www.ppid.ngawikab.go.id/

SURAT TANGGAPAN ATAS
KEBERATAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran
Alamat

Nomor Telp/Email

Rincian Informasi Yang
Dimohon

Tanggapan Atasan PPID

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, membuka informasi tersebut dapat menimbuikan
konsekuensi sebagai berikut :

Dengan demikian menyatakan bahwa :

KEBERATAN PEMOHON INFORMAS! DITOLAK

Demikian tanggapan ini diputuskan agar dicatat dan dilaksanakan oleh PPID Kabupaten
Ngawi.

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)

b

W BUPATI NGAWL,

5 " -

T SUASTYONO




PEJABAT PENG
Jalan Teuku Umar No.

Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843
Website : hitp://www.ppid.ngawikab.go.id/

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI NGAWI

NOMOR . 28 Tahun 204
TANGGAL ‘4 Agustus 204

FORM
LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWM
ELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
12 Ngawi Kode Pos : 63211

E-mail : ppid@ngawikab.go.id

Hari / Tanggal,

LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
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LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR . 28 Tahun 201y

TANGGAL ‘4 Agwhd 2ol

LAPORAN MINGGUAN/BULANAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGAW
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi Kode Pos : 63211
Tip. (0351) 747292 Fax. (0351) 746843 E-mail : ppid@ngawikab.go.id
Website : http://www.ppid.ngawikab.go.id/

LAPORAN MINGGUAN/BULANAN

TANGGAL & WAKTU JENIS INFORMAS!
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INFORMASI
JAWAB SERTA
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